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KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA
SERIKAT

Bab ini akam mebahas bagaimana dasar kebijakan luar
negeri Amerika Serikat dibuat, termasuk departemen dan badan
yang turut serta memberi pertimbangan atas dasar pengamatan
domestik dan kondisi dunia internasional. Sehingga pada
pembahasan selanjutnya dapat lebih mudah dipahami
bagaimana beberapa faktot pembuatan kebijakan luar negeri
Amerika Serikat mampu mempengaruhi kebijakan yang dibuat.

Kebijakan atau politik luar negeri selalu sejalan dengan
kepentingan nasional dari sebuah negara. Dalam kasus ini
Amerika Serikat pun demikian. Menurut Coplin dalam bukunya
Introduction to Internasional Politics, politik luar negeri
dihasilkan melalui kalkulasi beberapa aspek dalam politik
global serasional mungkin.! Hal tersebut dianggap sebagai
pendekatan rasionalitas dengan perspektif negara sebagai aktor
yang ingin mencapai tujuan nasionalnya. Negara dianggap akan
menghitung dan menganalisis variabel — variabel kemungkinan
yang terjadi dalam skala kecil sampai yang terbesar sebelum
pada akhirnya memberikan umpan balik kepada politik
internasional. Sifatnya juga tidak pernah tetap, kebijakan yang
diambil akan mengadaptasi apa yang terjadi pada dunia
hubungan internasional sehingga tercipta peluang untuk
mencapai kepentingan nasional.?

L William D. Coplin, Introduction to Internasional Politics, Prentice-
Hall, 1980
2 Robert Singh, American Government and Politics, London : SAGE
Publications
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2.1 Sejarah Singkat Kebijakan Luar Negeri Amerika
Serikat

Pada 150 tahun awal berdirinya negara Amerika,
founding fathers melakukan beberapa pencegahan terhadap
interaksi Amerika dengan dunia asing yang dikenal dengan
politik menutup diri. Pada saat itu presiden pertama Amerika
Serikat George Washington selama periode 1783-1791
memiliki kebijakan untuk berinteraksi dengan dunia luar ketika
hal tersebut masuk ke dalam bidang kerjasama perdagangan
ekonomi, sedangkan jika hubungan dengan negara lain
memiliki potensi untuk melibatkan Amerika dalam situasi
perang, maka hal tersebut harus dihindari.® Alasan yang dipakai
oleh Washington juga merupakan focus dari Amerika pada
waktu itu adalah pembangunan ekonomi dalam negeri daripada
harus ikut campur dalam dinamika politik global. Politik luar
negeri ini dikenal juga dengan istilah isolasionism dan
netralisme. Karena pada abad ke 18 presiden Washington
mengatakan bahwa tidak ada kesamaan tujuan antara politik
Eropa dan juga apa yang ingin dicapai oleh Amerika. Politik
luar negeri Amerika pada saat itu didasarkan pada pengesahan
Konstitusi 1787. Seluruh proses pengelolaan pembuatan
kebijakan luar negeri merupakan campur tangan pihak — pihak
yang berkuasa yaitu presiden, kongress, departemen luar negeri,
media massa dan kelompok kepentingan yang ada di Amerika.
Presiden sebagai aktor tertinggi dalam perumusan politik luar
negeri Amerika memiliki batasan yang bisa dipengaruhi oleh
kongress, hal ini dilakukan jika terdapat perbedaan tujuan yang
dirasa tidak sesuai dengan kepentingan Amerika itu sendiri.
Maka demikian kongress memiliki hak untuk tidak menyetujui
kebijakan dari presiden tersebut.*

3 pat Peterson, Origins of U.S Foreign Policy, Perry Center of
Occasional Paper, 2018
4 Bambang Cipto (2003), Politik dan Pemerintahan Amerika,
Yogyakarta: Lingkaran Buku
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Amerika juga mengalami beberapa kali perubahan
karakteristik dalam politik luar negerinya. Yang pertama adalah
Ekspansionisme dimana Amerika berusaha memperluas
jangkauan wilayah maupun ideologinya. Perluasan wilayah bisa
didapat melalui peperangan maupun secara resmi menebusnya
dengan jual beli. Sedangkan untuk ideologi sendiri dilakukan
dengan penyebaran bahasa serta budaya Amerika yang saat itu
berfokus ke Pasifik. Karakteristik selanjutnya yaitu
isolasionisme dan apa yang disebut juga sikap netralisme yang
diwujudkan dengan menutup diri dari politik atupun komitmen
dengan dunia luar terutama negara Eropa yang sempat menjajah
benua Amerika pada masa kolonialisme. Jika isolasi berarti
menutup diri, maka netralisme adalah keinginan untuk tidak
terlibat dalam perang yang terjadi. Kebijakan ini diambil demi
melindungi kesejahteraan dan fokus dari kepentingan Amerika
Serikat. Manfaat atau feedback yang didapat oleh Amerika atas
kebijakan tersebut yaitu, Eropa juga tidak boleh ikut campur
tangan dalam urusan Amerika karena kedua pihak berada di
arena masing — masing, begitulah kesepakatannya. Bentuk
isolasi yang terkenal salah satunya adalah Amerika Serikat
menolak untuk bergabung ke dalam Liga Bangsa — Bangsa .

Politik isolasi tidak sepenuhnya dilakukan oleh
Amerika, Kuba menjadi alasan bagi Amerika untuk sedikit
keluar dari politiknya tersebut karena merasa harus
membebaskan Kuba dari bentuk penjajahan Eropa. Maka
diantara isolasionisme yang diterapkan Amerika terdapat pula
kebijakan intervensionisme. Namun setelah misi untuk
membebaskan Kuba berhasil, Amerika kembali ke mode
menutup dirinya kembali. Selain bentu intervensi, perubahan
kebijakan luar negeri ini juga mengarah kepada sikap go
international bagi Amerika atau internasionalisme dimana
mulai aktifnya Amerika untuk melakukan tindakan ke luar
negeri dengan negara — negara lain. Selain itu terdapat pula
masing — masing karakteristik lain seperti unilateralisme,
moralisme dan realisme yang memiliki kesamaan yaitu prioritas



tertinggi adalah Amerika Serikat sendiri sebagai sebuah negara
dan akar dari ideologi demokrasi.

2.2 Proses Pengambilan Politik Luar Negeri Amerika
Serikat

Dalam perumusan kebijakan luar negerinya, Amerika tidak
hanya berdasarkan oleh sumber utama saja, tetapi terdapat
beberapa sumber lain yang memberikan pengaruh sebelum
kebijakan tersebut disahkan. Menurut buku American Foreign
Policy Pattern yang ditulis oleh Eugene, teradapat lima sumber
yang dijadikan acuan selama proses pengambilan keputusan
luar negeri.

Foreign Policy
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Gambar 2.1 Sumber — Sumber Kebijakan Luar Negeri AS



External Sources

Selain negara sebagai aktor utama dalam hubungan
internasional, terdapat pula aktor non state yang dimiliki oleh
sistem internasional dan perannya dapat mempengaruhi
kebijakan luar negeri Amerika. Contohnya adalah Lembaga
Swadaya Masyarakat non pemerintah dan juga perusahaan —
perusahaan yang melintasi batas — batas negara (Multinational
Cooperation). Tidak hanya badan lembaga dan juga perusahaan
transnasional, isu atau permasalahan yang terjadi juga memiliki
potensi untuk mempengaruhi proses politik luar negeri AS.

Societal Sources

Seperti namanya, sumber societal mengacu pada aspek
sosial seperti hanyalnya opini publik maupun opini politik yang
mempengaruhi kebijakan luar negeri. Karakter dari sumber ini
adalah pihak — pihak non pemerintahan dan umumnya
masyarakat luas yang mengeluarkan opininya.

Governmental Sources

Segala bentuk masukan dari struktur pemerintahan Amerika
Serikat termasuk penyetujuan ataupun penolakan terhadap
sebuah politik luar negeri. Sumber ini memiliki aktor — aktor
seperti CIA, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan
dan segala badan yang terlibat di pemerintahan.

Role Sources

Masing — masing agensi dalam pemerintahan memiliki
peran dan tingkah lakunya masing — masing, termasuk presiden.
Peran presiden sebagai pengambil keputusan juga besar
pengaruhnya dan menjadi sumber atas proses pengambilan
keputusan.

Individual Sources



Sumber individual lebih menekankan aspek sifat dan
perilaku dari presiden Amerika Serikat karena sebagai
pemegang otoritas tertinggi sebelum disahkanya kebijakan luar
negeri.

Berdasarkan gambar Skema 2.1 juga dapat dilihat
bagaimana kelima sumber tersebut saling terkait sebagai input
dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika. Di
sisi lain, sumber — sumber yang tersusun sebagai input dan
menjadi kebijakan luar negeri akan mendapat feedback dari
dunia internasional. Feedback yang masuk tersebut juga
nantinya kembali menjadi faktor dari setiap sumber kebijakan
luar negeri. Pada intinya, kebijakan luar negeri akan
dipengaruhi oleh aspek domestik seperti sumber societal,
governmental, roles, individual serta aspek internasional yang
meliputi sumber external maupun aktor negara.®

2.3 Agensi Pembuat Kebijakan Luar Negeri Amerika
Serikat

Di Amerika Serikat, pembuatan politik luar negeri memiliki
pengaruh dari para lembaga pemerintahan yaitu eksekutif,
legislatif dan juga yudikatif. Selain tiga pilar tersebut, Amerika
memiliki beberapa agensi lain yang lebih banyak seperti
Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahananan, NSC
(National Security Councili), CIA (Central Intelligence
Agency), NSA (National Security Agency) dan agensi lainnya
yang ikut terlibat.

Presiden

Sebagai seoran kepala negara, peran presiden dalam proses
pengambil kebijakan berada di peringkat tertinggi, pun di
Amerika Serikat. Menariknya, di Amerika setiap presiden yang
mendiami The White House memiliki latar belakang yang

> ibid



berbeda yaitu berasal dari partai mana mereka. Terdapat dua
partai besar yang mencalonkan presiden — presiden sejak dahulu
yaitu Partai Republik dan juga Demokrat. Hal ini disebabkan
ideologi yang dipegang oleh presiden pasti berkaitan dengan
ideologi dari partainya berasal, oleh karena itu Republik
maupun Demokrat memiliki pengaruh yang begitu signifikan
dalam rangkaian politik luar negeri Amerika.

Departemen Luar Negeri

Kabinet tertinggi dalam cabang eksekutif politik luar
negeri Amerika. Bertugas untuk memimpin koordinasi dalam
pengembangan dan pengimplementasian politik luar negeri,
mengurus budget kepentingan luar negeri dan seleruh sumber
daya yang berkaitan dengan luar negeri, mengkoordinasi
perwakilan — perwakilan luar negeri Amerika serta
menyampaikan kebijakan luar negeri Amerika kepada
pemerintah asing dan organisasi internasional melalui kantor —
kantor kedutaan dan konsular Amerika, sekaligus misi — misi
diplomatik. ® Departemen ini juga memiliki peran dalam
mengadakan negosiasi serta menyimpulkan kesepakatan dan
perjanjian dalam ruang lingkup isu perdaganan sampai
pengembangan senjata nuklir. Selanjutnya ikut berperan dalam
mendukung kegiatan internasional dari agensi resmi Amerika di
ruang global.

Departemen ini juga memiliki anggaran untuk urusan luar
negeri yang meliputi program latihan militer dengan pihak
asing, bantuan luar negeri (financial aid) dan mengatasi
kejahatan internasional. Kabinet ini dipimpin oleh seorang
Menteri Luar Negeri yang menjadi penasehat tertinggi presiden
dalam mempertimbangkan kebijkan luar negeri Amerika, maka

6 Department of State, diakses dari
https://www.state.gov/r/pa/ei/rls/dos/436.htm pada 19 Februari
2019



dari itu pemilihan dan penunjukan Menteri Luar Negeri juga
menjadi isu yang sangat penting bagi Amerika. Tugas dari
Menteri tersebut antara lain mendistribusikan informasi terkait
hubungan Amerika dengan seluruh pihak asing kepada warga
negara Amerika dan juga Kongres.’

Departemen Pertahanan

Kabinet ini dibentuk pada tahun 1949 sebagai salah
satu departemen eksekutif dalam badan pemerintahan
Amerika.® Hal ini diatur dalam National Security Act yang
bertujuan untuk menghalangi terjadinya “tubrukan” antara
wewenang sipil dan militer dalam urusan pertahanan negara
Amerika. NSA vyang dibentuk pada 1947 mendapatkan
amandemen setelah dua tahun yaitu pada 1949 yang mengatur
bahwa Departemen Pertahanan membawahi semua angkatan
militer Amerika yaitu darat, laut dan juga udara.® Seorang
Menteri Perthanan adalah orang yang bertanggung jawab pada
kabinet ini.

Kaitannya dengan pengambilan kebijakan luar negeri
adalah, menurut konstitusi Amerika, presiden merupakan
panglima tertingga bagi angkatan darat dan juga laut. Oleh
karena itu presiden memiliki kuasa untuk membuat perjanjian
dengan negara lain sama halnya dengan kongres yang juga

7 Duties of the Secretary of State, diakses dari
https://www.state.gov/secretary/115194.htm pada 20 Februari
2019

8 Department of Defence, diakses dari
https://www.allgov.com/departments/department-of-
defense?detailsDepartment|D=569 pada 20 Februari 2019

9 Gonda Yumitro, Peran Militer Dalam Politik Luar Negeri Amerika
Serikat, diakses dari
https://www.academia.edu/14417582/Peran_Militer_Dalam_Politi
k_Luar_Negeri_Amerika_Serikat



memiliki hubungan dengan pihak asing. ° Selain itu

Departemen Pertahanan juga memiliki kepentingan sendiri jika
menyinggung politik luar negeri, hal ini terkait dengan
anggaran yang disediakan oleh negara untuk pelatihan militer,
ketersediaan fasilitas untuk tugas pertahanan negara, integritas
terhadap kepentingan Amerika yang memerlukan militer. Dari
kepentingan — Kkepentingan tersebut, kabinet pertahanan
menjadi perhitungan yang penting dalam perumusan politik luar
negeri Amerika.

Dewan Keamanan Nasional / National Security Council

Departemen atau dewan ini berdiri pada masa
pemerintahan presiden Harry S. Truman. Didirikan pada tahun
1947 sebagai badan yang mampu memberikan input dalam
menangani  kemungkinan  krisis bagi negara  (crisis
management). Terbentuk dalam beberapa grup dengan
tingkatan, ukuran dan tujuan yang beragam.** Fungsi dari badan
ini antara lain sebagai wadah musyawarah yang diikuti oleh
presiden, wakil presiden, Menteri luar negeri, Menteri
pertahanan. Selain itu tergabung pula beberapa jajaran tinggi
pemerintahan seperti Menteri keuangan, direktur CIA,
perwakilan Amerika Serikat untuk PBB serta asisten — asisten
presiden dari berbagai bidang (keamanan nasional, kebijakan
ekonomi).

Penggunaan dewan ini sebagai wadah bagi presiden —
presiden Amerika di masa pemerintahan yang berbeda
sekaligus menjadi penanda bahwa pada era yang berbeda,
terdapat rumusan politik luar negeri yang berbeda pula. Selain
itu, presiden tidak memilik hak untuk menghapuskan dewan ini
karena sejarah pendiriannya dibentuk oleh Kongres. Presiden
sejatinya memerlukan masukan sebelum secara resmi

10 1bid
™ Anthony Wanis-St. John, THE NATIONAL SECURITY COUNCIL:TOOL
OF PRESIDENTIAL CRISIS MANAGEMENT 1998
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mengeluarkan kebijakan urusan luar negeri, maka untuk alasan
tersebutlah NSC ini dibentuk.

Central Intelligence Agency (CIA)

Di masa Perang Dunia I, Amerika memiliki agen
khusus untuk mengorganisir angkatan bersenjata Amerika yang
memiliki sifat rahasia. Kemudian pada tahun 1947, Truman
sebagai presiden yang menjabat merasa bahwa Amerika
membutuhkan sebuah ageni khusus untuk menangani undang —
undang tentang keamaan nasional. Berawal dari pandangan
tersebutlah CIA terbentuk.'? CIA sebagai agen rahasia milik
Amerika bekerja di luar negeri, tugasnya adalah mencari dan
menganalisis informasi — informasi yang diperoleh dari pihak
asing untuk kemudian diinformasikan kepada aktor — aktor
pembuat kebijakan luar negeri mulai dari presiden, departemen
pertahanan, departemen luar negeri dan juga dewan keamanan
nasional. Informasi tersebut adalah informasi khusus yang erat
kaitannya dengan kepentingan nasional Amerika.

Sebagai agen khusus, informasi — informasi seperti
terorisme serta pengembangan senjata biologi dan kimia oleh
negar asing menjadi concern dari Amerika. Karena berpotensi
menjadi ancaman bagi Amerika dan keamanan dunia.
Selanjutnya, CIA hanya bertugas dalam pengumpulan dan
pengamatan informasi yang didapat, bukan sebagai aktor yang
membuat kebijakan. Informasi yang dilaporkan oleh CIA
tersbutlah yang menjadi rancangan perumusan kebijakan oleh
para decicion maker. Peran tambahan dari CIA adalah sebagai
penghubung bagi cabang eksekutif, agensi intelijen dan juga
kongres.

12 About CIA diakses dari https://www.cia.gov/about-cia pada 20
Februari 2019
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2.4 Dinamika Politik Luar Negeri Amerika Serikat
Terhadap Iran

a. Kerja sama pengembangan energi atom Era presiden
Dwight D. Eisenhower

Di tahun 1953, presiden Eisenhower memiliki sebuah
gagasan yaitu “Atom untuk Perdamaian”. Gagasan ini lah yang
mendekatkan hubungan Iran dengan Amerika, karena Amerika
menawarkan sokongan bantuan bagi Iran yaitu memberi modal
tambahan untuk membangun sebuah reaktor nuklir di
Universitas Tehran. ** Pemikiran ini berlandaskan analisa
jangka panjang dari Eisenhower bahwa cepat atau lambat,
negara — negara lain juga akan melakukan riset terhadap energi
atom maka akan lebih baik jika Amerika menawarkannya lebih
dahulu dan memiliki akses untuk meninjau perkembangan
penelitian nuklir di Iran. Hasilnya selain memiliki akses
tersebut, Amerika juga memperoleh keuntungan lain yaitu
masuknya militer Amerika ke Teheran dan ditekannya harga
minyak Iran. Gagasan “Atom untuk Perdamaian” ini lah yang
juga menjadi latar belakang ideologis terbentuknya Badan
Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan Perjanjian Non-
Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).

b. Sanksi oleh presiden Carter

1979 menjadi hubungan yang memanas antara Teheran
dan juga Washington, munculnya gerakan anti Barat khususnya

13 Akhmad Muawal Hasan, Nuklir Pernah Dekatkan AS-Iran,
Revolusi 1979 Mengubah Segalanya, diakses dari
https://tirto.id/nuklir-pernah-dekatkan-as-iran-revolusi-1979-
mengubah-segalanya-cKht pada 17 Februari 2019

11



Amerika di Iran menjadi salah satu alasan meregangnya
hubungan kedua negara. Sebanyak 52 warga Amerika disandra
oleh mahasiswa Universitas Teheran selama kurang lebih 444
hari. Hingga pada akhirnya Amerika memutus hubungan
diplomatiknya dengan Iran di tahun 1980. Pada tahun yang
sama juga diberlakukanya sanksi banned impor minyak Iran,
pembekuan asset senilai 12 miliar USD yang ada di Amerika.**
Carter sempat mengupayakan misi penyelamatan bagi warga
Amerika yang disandra di Teheran, namun tim penyelamat
gagal untuk membebaskan tawanan tersebut. Iran melepaskan
tawanan setelah terjadinya pergantian presiden Amerika yaitu
terpilihnya Ronald Reagan.*

c. Sanksi Reagan kepada Iran

Beberapa jam setelah inagurasi presiden Reagan tahun
1981 selesai, Iran melepaskan warga Amerika yang menjadi
sandra, dengan beberapa syarat tentunya. Salah satu syarat
dalam perjanjian pelepasan tawanan tersebut adalah mencabut
sanksi perdagangan lran.'® Walaupun tidak serta — merta
mengembalikan seluruh sanksi ekonomi yang telah dijatuhkan
oleh Carter.

Tahun 1983, Amerika di bawah pemerintahan Reagan
mengklaim bahwa Iran merupakan penyokong dana bagi

14 Steve Jones, A History Of U.S. Sanctions Against Iran, diakses dari
https://www.thoughtco.com/a-history-of-u-s-sanctions-against-
iran-3310088 pada tanggal 18 Februari 2019

15 Erin Blakemore, The Tense History of U.S.-Iran Sanctions, from the
Hostage Crisis to the Nuclear Deal diakses dari
https://www.history.com/news/iran-nuclear-deal-sanctions-facts-
hostage-crisis pada 20 Februari 2019

16 1bid
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terorisme. Alasannya adalah saat terjadi perang antara Iran dan
Irag, pada awalnya Amerika tidak memihak kedua negara
dalam perang tersebut, namun pada akhirnya Amerika memilih
untuk mendukung Irag. Di tahun ini lah terjadi aksi terorisme di
Beirut, Lebanon, dimana bom dari sebuah truk meledak dan
menewaskan sebanyak 241 pasukan militer Amerika. Maka
Amerika mengecam setiap pinjaman yang diberikan dunia
internasional terhadap Iran. Ketika lran mengancam jalur
perdagangan di Teluk Persia, Reagan mengeluarkan sanksi
embargo terhadap impor Iran di tahun 1987.

Meskipun publik mengetahui beberapa sanksi yang
diberikan Reagan terhadap Iran, namun terdapat informasi
rahasia yang akhirnya tersebar ke publik bahwa untuk
mengatasi masalah sandra di Teheran, salah satu upaya Reagan
waktu itu adalah dengan menyalurkan bantuan militer terhadap
Iran. Namun Reagan bersikeras menganggap bahwa program
tersebut bermaksud untuk menjadikan Iran sebagai pendukung
Amerika Serikat. Padah tahun ini juga Amerika bertransaksi
untuk minyak Iran sebagai kepentingan dari Strategic Petrolium
Reserve bagi Amerika yang pada akhirnya mendapatkan
kecaman dari kongres.

d. Era presiden Bill Clinton

Beberapa tahun setelah bantuan Amerika terhadap
pembangunan nuklir Iran, mulai muncul kecurigaan dari
Amerika bahwa Iran berpotensi untuk mengembangkan reaktor
nuklirnya menjadi Weapon of Mass Destructions (WMD).
Clinton memiliki pendekatan yang disebut sebagai dual
containment terhadap Timur Tengah, yaitu politik luar negeri
terhadap Iran dan Irag. Kebijakan ini ditujukan terhadap sumber
daya minyak di Teluk Persia yang merupakan aset geopolitik
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terpenting pada saat itu. Pemerintahan Clinton bermaksud
untuk menggunakan minyak tersebut untuk melemahkan Iran.'’

Minyak menjadi konsentrasi utama yang diinginkan
oleh banyak pihak. Presiden Clinton kemudian mengeluarkan
perintah presiden kepada seluruh perusahaan Amerika Serikat
untuk tidak melakukan investasi kepada Iran terkait lahan
minyaknya. Conoco selaku perusahaan Amerika yang sempat
akan menandatangani kesepakatan 1 miliar dolar AS pun
membatalkannya karena peraturan Clinton tersebut.*®

e. George W. Bush

Pembekuan aset perorangan, kelompok maupun bisnis
tersu dilakukan oleh Amerika terhadap pihak yang jelas — jelas
membantu Iran dalam upaya mendukung finansial terorisme
serta dianggap menyokong Iran untuk menjatuhkan Irak. Begitu
juga dengan aset entitas asing yang masuk ke dalam daftar
tersebut. Selain itu terdapat juga larangan transfer keuangan u-
turn yang melibatkan Iran. Departemen Keuangan mengatakan
transfer tersebut bukan berasal dari bank Iran.

Setelah peristiwa penyerangan 11 September 2001,
Bush mendeklarasikan Iran sebagai bagian dari axis of evil.*
Merespon pernyataan tersebut, Kamal Kharazzi selaku menteri
luar negeri Iran mengungkapkan kekecewaan atas
dimasukkannya Iran sebagai bagian dari poros kejahatan

7 ibid
8 Robert O. Freedman (1999), American Policy toward Iraq and Iran
in Clinton’s Second term, diakses dari
http://jcpa.org/article/american-policy-toward-irag-and-iran-in-
clintons-second-term/
1% Gary Clyde Hufbauer (2012), Case Studies in Economic Sanctions
and Terrorism diakses dari
https://piie.com/publications/papers/sanctions-iran-84-1_2006-
1.pdf pada 22 Februari 2019
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sekaligus memberi peringatan bahwa dukungan Amerika
terhadap Israel dapat merusak dukungan Iran dalam upaya anti
terorisme. Hubungan keduanya tidak juga membaik di era ini.
Tercatat Amerika juga memblokir tawaran Iran untuk
bergabung dengan World Trade Organization (WTO). Bush
juga mengungkapkan hubungan yang rumit dengan Iran,
terdapat kebijakan tanpa kompromi dan destruktif dalam
pemilihan presiden terakhir di Iran menuduh para pemimpin
Iran menghalangi terjadinya reformasi dengan cara mengambil
keuntungan yang tidak adil serta menuntut agar pemerintah mau
mendengarkan rakyat lIran.

f. Pemerintahan Barrack Obama

Awal masa pemerintahan Obama, Amerika juga tetap
memberikan sanksi kepada Iran. Tercatat di tahun 2010 Obama
melarang aktifitas impor bahan — bahan makanan dan juga
karpet dari Iran. Comprehensive Iran Sanctions, Accountability,
and Divestment Act (CISADA) juga menjadi sanksi lanjutan
yang disetujui oleh kongres terhadap pemerintahan Iran. Obama
dapat mendorong perusahaan — perusahaan migas luar Amerika
untuk menghentikan penjualannya ke Iran yang memiliki kilang
minyak kategori buruk. CISADA juga tidak memperbolehkan
pihak asing untuk menggunakan bank Amerika dalam
bertransaksi bisnis dengan Iran. Dalam kasus ini, pemerintahan
Obama pernah memberlakukan sanksi kepada perusahaan
minyak nasional Venezuela karena melakukan transaksi
perdagangan minyak dengan Iran di tahun 2011 karena kedua
negara merupakan kerabat dekat.

Periode kedua menjabat sebagai presiden, Obama
tepatnya di puncak masa jabatannya, telah tercapai kesepakatan
yang sudah dinegosiasikan sejak tahun 2006 oleh lima anggota
tetap Dewan Keamanan PBB (P5+1) yaitu Iran akan
mendapatkan keringanan atas sanksi — sanksi internasional yang
dideritanya sejak lama dengan syarat lIran tidak akan
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mengembangkan energi nuklir untuk membuat senjata peledak
dan seluruh kegiatan nuklir Iran harus dipantau.® Kesepakatan
tersebut dikenal dengan nama Joint Comprehensive Plan of
Action (JCPOA) atau Rencana Aksi Bersama Komprehensif
dianggap sebagai salah satu pencapaian terbaik dalam kebijakan
Obama.?* Badan Energi Atom Internasional dipercaya sebagai
peninjau lapangan aktifitas nuklir Iran secara berkala.

Perjanjian nuklir tersebut sangat diperjuangkan oleh
Obama karena dinilai pendekatan dengan cara diplomasi
merupakan jalan terbaik yang dapat dilakukan oleh Amerika
Serikat daripada harus dengan konfrontasi. Apalagi jika
memilih internvensi dengan militer berpotensi menjatuhkan
korba jiwa.

20 Deutsche Welle, Lika-Liku Kesepakatan Nuklir Iran, diakses dari
https://www.dw.com/id/lika-liku-kesepakatan-nuklir-iran/g-
43876942 pada 27 Februari 2019

21 Tri Aryadi, Kesepakatan Nuklir Iran di Ujung Tanduk, diakses dari
http://mediaindonesia.com/read/detail/96410-kesepakatan-nuklir-
iran-di-ujung-tanduk pada 27 Februari 2019
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